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IMPLEMENT AS] KEBIJAKAN UNDANG-UN DANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMBNIISTRASI KEPENDUDUKANTERHADAP PARTISTPASI MASYARAKAT UNTUK MENGURUS AKTA KELAHIRANDI KABUPATEN 
TAPANULI SELATAN 

Oleh : Ahdiyanto. SEMSi 
ABSTRAK 

Kabupatcn Tapanuli Selalau clan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuii selatan scjak Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 dilmplcmentasikan. Akhimya dapat disimpulkan bahwa, dengan diimplementasikannya Undang—Undang 

Kata Kumrt' : Implemenrasf, Parrfiipuw' Masyarakar 

PENDAHIJI.UAN 
yang baik akan dapax memberikan kcsejahleraan DaIam rangka memcnubi amanal bagi masynralmmya. Kebijakan Publfk adalah Undang«Undang Narrmr 23 tabun 20061entang kebijakan yang dibuat oleh sunk: organiwasi Administmsi ccndudukan, Pemcfirmh puhIik Gambit} organization. Pemerinlah). berkcwajiban mcnyelenggarakan pelayanan Pemerintah mengambil keputusan umuk Pcncalatan Sipil sebagaj salah saru sub sislem mcngarahkan masyamkal unluk mcncapai dari siwtcm Administrasi Kependudldtansecam mjuan-mjuan pubiik ternanlu. Penn setiap baik. tepat dan menjamin kcpastian hukum NegBIfl/Daaah (Pcmerintah PusalfPemerinLai-a terhadap semua perisliwa panting dafaun Baal-ah) scmalu'n panting, dalam rangka kehidupan scseorang yang mciipuli kclahiran. rnembangun daya saing global bagi negam atau kematian. perkawinan, pcmeraian. dacmhnya Pencapaiannya sangat tergannmg mngangkntan anak, pengakuan anak pada kebijakan publik yang dftelapkan (Minna, pengcsahan anak, pembahan nama, perubahan 2010). kewargancgaraan dan perubahan nama serla Pemerintah mengelum‘kan kebijakan peristiwa pcnting Iainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kebijakzm Pubfik mempakan sesuaru ha! Adimisu'asi kependudukan. yang di hampkan yang sangatvital bagi setiap Negm khususnya akan dapnl memberikan manfant antara lain. dalam ha] Pemerinmhan, kamena sualu kebijaknn untuk memncang program pendidikan. 
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kesehatan dun pelayanan—pclayanan Iain yang mmbnnmkm dam kependudukxn yang akumt, 
unruk keperiuan perencanaan pembangunan 
dalam penyediazm fasilitas—fasilinas sosial 
ckonomi. seperti penyediaan rumah sakl't, 
puskesmas, pasar, fasilitas pendidikan dam lain 
sebagainya, untuk alokasi pendanaan atau 
banruan sepcni alokasi subsidi pcrkapita, 
alokasi dana banman pendidikan, kesehalan, 
penentuan Dana Alokasi Umum dam lain 
sebagainya. 

Dengan dibcrlakukannya Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Adminih‘asi cendudukan, pada Pasal 32 ayat 2 dijelaskan bahwa Pcncatatan kelahiran yang 
melampaui balas waktu I (saw) [3t 
sebaguimana dirrlaksud pada aya: (J), 
dilaksanakan berdasarkan penetapan 
Pengadilan Negeri. Oleh sebah itu setiap anak 
yang sudah bentmur I (satu) tahun lebih maka 
pengumsan Akta Kelahirannya harus melalui 
penetapan Pengadilan Negeri. In? 
menycbabkan penulis tertarik unluk meneFiti 
tentang implementasi Undang-Undang Name:- 
23 rahun 2006 tcntang Administrasi 
Kepcndudukan 'Lni terutama pasa! 32 ayal 2, dimana menurul penulis hai ini sangal 
memberatkan masyarakal Kabupaten Tapanuli 
Sclatan. 

AdminisLI-asi Kepcndudukan sebagai 
suatu sistcm diharapknn dapat 
disefenggarakan sebagai bagian dari 
penyelenggaraan administrasi negara. Dari 
sisi kcpcmingan penduduk. Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kepcndudukan memberikan pemunuhan hak- 
flak administmtif, scpeni pclayanan publik sem perlindungzn yang berkenaan dengan 
dokumen kcpendudukan, lanpn adanya 
pcrlakuan yang diskriminalif. Secara 
keseluruhan, ketenruan yang dintur dalam 
Undang—Undang ini meliputi halt dan 
kewajiban pcndudulg penyefenggam Lian 
instansi pclaksma, pcndaflaran penduduk, 
pencalatan sipiI. data dan dokumc-n 

I'FI 

kepcndudukan. Pendafiaran penduduk dam 
pencatalan sipil pada saal nugara dalam 
keadann damrat, pemberian kepastian hukum, 
clan perlindungan tcrhadap data pn'hadi 
pendua‘uk. Untuk Ineqiamin peiaksanaan dad 
kemlmgkinan pelunggaran, baik adminisnmif 
maupun ketc-muan material yang bersifat 
pidana, Undang—Undang ini juga mengarur 
ketcnman mengcnai Ima cars. penyidikan serta 
pengmuran mengenai Sanksi Administr‘arif dan 
Ketenluan Pidana. 

Pemerintah Kabupaten Tapanufi 
Selatan mclaiui Dims cendudukan clan 
Pencutatan Sipil Kabupaten Tapanuli Sciatan 
sudah barang tentu dituntul untuk dnpat 
mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 khususnya berkaitan dengan 
pcncazaxan kclahiran secam efekfif‘. Undang— 
Undang Non-lot 23 'l'ahun 2006 yang 
diundangkan di Jakarta [Jada Ianggal 29 
Dcsember 2006 hingga saat inf sudah waktunya 
dievaluasi dan di teliti khususnya dafam ha] 
pecamtar. kefahimL Karena masyarakat Ialah 
dfanggap tahu akan aturan lm-scbut. Hal ini 
yang mendorong penulfs untuk mengadakan 
pcnelitian [enlang lmpicrnemasi Undang— 
Undang Nomnr 23 Tahun 2006 tentang 
Adminismasi Kepcndudukan di Kabupalen 
'l‘apanuli Sclatan. 

Perncz'intah Kabupaten Tapanul} Sclatan 
dengan segenap potensi dan swnber daya 
manusia yang ada hams dapat menjalankan 
[man dan fimgsinya dafam mlaksanakan dam 
manpcmepat kcpemilikan Aha Kelahilan bagi 
masyalakal di Kabupaten Tapanuli Selatan‘ 
Ala»: dasar kondisi lmbut, make dafam 
pencfitian ini alum dikaji bagaimana peran den 
fungsi Panlefinmh Kabupalen 'Tapanuli Scintan 
daiam implementasi Undang-Undang Nomor 
23 T‘ahun 2005 lentang Administrasi 
Kepcndudukan berkaitan dengan panisipasi 
masyamkat untuk mcngurus Akta Kelahiran di 
Kabupaten Tapanufi Selatan‘



I’ERUM USAN MASALAH 
Bcrdasarkan uraian di alas, maka 

perumusan masalah dalam penciitian ini 
adalah : Bagaimanakah tingkat cfektifiias 
implementasi Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tanning Administrasi 
cendudukan berkainan dengan partisipasi 
masyamkat untuk mmgurus Akta Kelahiran di 
Kabupaten Tapanuli Selaun? 

'I'UJUANPENELITIAN 
Penelitian ini bermjuan untuk antara lain : 

l. Untuk menganalisa fakim—faktor yang 
manpengaruhi efcklif atau tidak 
efektifi1ya implcmcnmsi Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 lentang 
Administrasi Kependuduknn berkainan 
dengan pencatalan kelahiran di 
Kabupaten Tapanuli Selatan. 
Untuk menganalisa partisipasi 
masyamkal untuk mcngurus Akta 
Kelahiran di Kabupalen Tapanuli 
Sclamn. 
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PENGERTIAN UMUIH PENCATATAN 
SEPIL DI INDONESIA 

Di Indonesia dikcnal adanya satu 
lemhaga Pencatatan Sipil yang diusahakan 
uleh Pemerinuah. Lernbaga Pencatatan Sipil ini 
sebelumnya mcmpakan kelanjutan dari 
lemhaga Pencalatan Sipil pada jamar. 
Pemerimahan Kolonial Bclanda yang dikenal 
dcngan nama “Burgerig'ke Stan-d“ atau 
dikcnal dengan singkatan B.S clan 
mengandung arti suatu lemhaga yang 
dimgaskan unruk memelihara dafim—dafiar 
atau catatan-catatan gum: pcmbuk‘tian status 
atau perisfiwa-peristiwa peming bagi para 
warga negara, sepcrti kelahiran. perkawinan, 
kematian. 

Olch karma Negara Indonesia adalah 
suatu Negam HukLun. maka kedudukan 
hukum dari satu perisliwa penting pada sctiap 
Warga negaranya hams jelas dan pasti. 
Manusia dalam menjafankan hidupnya 
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mangalami peristiwa - pefistiwa penting, 
antara Iain : pcn'stiwa perkawinam peristiwa 
kelalfiran, pcristiwa pcrceraian, peristiwa 
pengakuan anak, peristiwa pcngesahan anak, 
peristiwa pcngangkatan anak. peristiwa 
perubahzm nama, pcn'stiwa perubahan status 
kwmgmegaraan clan peristiwa kematian. 

Berkaitan dengan pcngertian 
kelcmhagaan Pencatatan Sipil itu ada beberapa 
pendapat para sarjana yang membcn'kan 
pengertian tentang Pencatatan Sipi]. antara 
lain adalah Vollmar (1992) bcrpendapat 
bahwa, Pencalatan Sipil adalah suatu lembaga 
yang diadaknn oleh penguasa atau Pcmerimah 
yang dimaksudkan untuk membukukan 
selengkap mungkin dam karena itu 
memberikan kcpastian sebesar - besamya 
tennang semua pen'stiwa yang penting vpenting 
bagi status keperdataan scsearang seperti 
pcrkawinan, kelahiran. pengakuan anak. 
perceraian clan kematian. 

PENGERTIAN 
MASYARAKAT 
Partisipasi musyarakat seringkali dianggap 
sebagai bagian yang tidal: tcrlepas dalam 
upaya pcmberdayaan masyumkai. Banyak 
definisi partisipasi yang dikcmukakan para 
ahli. Partisipasi dapal diartiium scbagai 
sumbangan, keterlibatan keikutscnaan warga 
masyarakat dalam berbagai kcgiatan 
pembangunan. 

Canter 

PARTISIPASI 

(dalam Afimhi, 1993) 
mendcfinisikan panisipasi schagai feed- 
firward infamatinn and feedback 
Information. Dengan definisi ini. pmtisipasi 
masym'akat sebagai pmses komunikasi dua 
amh yang terus menerus dapat diartikan 
hahwa panisipasi masyarakat mcmpakan 
kumunikasi 51:11am pihak Pemcrinlah sébagai 
pemegang kebijakan dam masyarakal di pihak 
lain sebagai pii'lak yang metamkan langsung 
dampak dari kebijakan tersebul. Dari pcndapat 
Canter juga lersirat bahwa masyarakm dapat 
memben'kan respon positif dalam artian
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mendukung atau mcmberikan masukan 
lerhadap program atau kcbijakan yang diambil 
oleh Pcmerintah, namun dapat juga menolak 
kebijakan. 

Nelson. Bryant dan White {“332} 
menyebutkan bahwa keteriibatan kelompok 
atau masyarakat sebagai suatu kesatuam dapat 
disebut panisipasi koleklif, sedangkan 
ketcrlibatan individual dalam kcgiatan 
kelompnk dapm disebul partisipasi individual. 
Partisipasi yang dimaksud ialah' panisipasi 
vertikal dan hurisontal masyarakat. Disebut 
partisipasi venikal kanena bisa teljadi dalam 
kondisi tencntu masyarakat ierlibat atau 
mcngambil bagian dalam suatu program pihak 
Iain, dalam hubungan dimana masyarakat 
berada pads posisi sebagai bawahm pengikut 
atau klien. Disebut panisipasi horisontaL 
karma pada suatu saat lidak musmhil 
masyarakat mempunyai kemampuzm untuk 
herprakarsa, di mana setiap anggolafkclompok 
masyarakat bcrpartisipasi horisontal satu 
dengan yang lain. baik dalam melakukan 
usaha bersama, maupun dalam rangka 
melakukan kegiatan dcngan pihak lain. Tentu 
saja partisipmi scperti itu merupakan suaru 
tanda permulaan rumbuhnya masyarakat yang 
mampu berkembang steam mandiri. 

HUBIWGAN PERENCANAAN WILAYAH 
DAN ICEBIJAKAN PUBLIK 

Raksasatya mengemukakan bahwa 
kebijakan publik (0::w policy) pada dasarnya 
memiliki 3 (1ign)elemen, yaitu : 

I) ldcntifikasi dan tujuan yang ingin 
dicapai. 

2) Taktik atau stratcgi dan berbagai 
Iangkah untuk mcncapai lujuan yang 
diinginkan. 

3) Penycdiaan berbagai input untuk 
memungkinkan pelaksanaan sceara 
nyata dan taklik maupun stratcgi 
tersehutdiatas. 
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Dari pemahaman tersebut. makfl pada 
dasarnya kcbijakan publik memiliki implikasi 
yang menurutlrfimlslamj wbagaibefikul: 
a. Kebijakan publik itu bentuk awalnya adulah 

mempaknn penetapan tindakan-tindakan 
Pernerinmh. 

b, Kebijakan publik tersebut tidak cukup 
hanya dinyatakan dalam bentuk Ieks—teks 
formal, namun juga hams dilaksanakan 
atau diimplemcntasikan sccam nyalza. 

c. cijakan pubfik tersebul pada 
hakekatnya hams mcmiliki mjuan-tujm 
dan dampak—dampak, baik jangka 
panjang maupun jangka pendek yang 
tclah dipikirkan 5.90am matang twicbih 
dahulu. 

[MPLENIENTASI KEEIJAKAN 
Isiilah implementasi itu sendlri berasal 

dan' kata dalarn hahasa lnggn's 
"Implementation" yang artinya pelaksanaan. 
Dalam kamus Webster yang ken-Indian 
ditetjcmahkan oleh Solichin Abdul Wahab 
disebutkan bahwa ”mengimplememasikan 
bemrti mcnyediakan sm-ana unmk melaksamkan 
sesuatu serta menimbulkan dampak alau akibat 
lenentu". 

Menurut Udoji, pengukurdn 
kcberhasilan impiemcmasi mtegi ditentukan 
oleh variabel isi kcbijakan clan konteks 
kebijakan lsi kcbijakan tcrdin' atas : 

o ccntingan yang diptmgamhi, Kebijakan 
yang mcnynngkut hanynk kepcntingan yang 
berbeda-boda bahkan Iebih sulit 
diimplemcntasikan dibanding yang 
menyangkut scdikit kepentingan. 

. Tipc Manfaai, Kchijakan yang membcrikan 
manfaat yang aktual dan langsung dapat 
dimsakan sasaran akan lcbih mudah 
diimplemcntasikan. 

o Dcmjat perubahan yang dihmapkan. 
Kebijaknn cenderung lebih mudah 
diirnpiementasikan jika dampak yang 
diharapkan dapat memberiknn hasil yang 
pamanfisalannya jcias dibandingkan dengan



yang benqjuam meruhah slkap dan perifaku 
penerima kcbiiakan. beta}: Pcngambilan 
Keputusan Kedudukan pembual kehijakan 
akan mempengaruhi implemenlzsi 
kebijakannya. 

FUNGSI DAN MA MFAAT AKTA 
KELAIIJRAN 

Akta Kelahiran adaJah sebuah akta 
yang wujudnya bempa sclembar kertas yang 
dikeluarkan Negara berisI' infomasi mengenai 
identitas anak yang dilahirkan. yaitu nama, 
tanggal lahir, nama orang tua serta tanda 
tangan pejabat yang herwcnang. 

Pencatalnn kelahimn adaIah hak anak 
yang paling dasar yang scharusnya diben'kan 
negara. Deklamsi Universal Halt Asasi 
Manusia menyatakan bahwa sctiap 0mg 
mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia 
di mana pun di dcpzm hukum. Hal itu juga 
dipertegas dalarn Kovenan Internasional 
mengenai Hal-1 Sipi! Lian Politik. Dalam 
pcrspektif “AM, 92t nama hersifat 
universal. terfepas dcngan larar belakang 
politik, agama. dari orangtua meneka. Dalam 
pcrspekril' sepcrti itm pencatatan kelahimn 
mcrupakan kewajihan negara untuk mencatat 
kelahiran anak-anak di Indonesia. liksistensi 
legal scammng sebenarnya ham diakui selclah 
kelahirannya dicunatkan. Seiain nama, 
kcwargancgaraan mcrupakan status legal 
imbuhan yang mcnempalkan seseomng 
sebagai subyek hukum dari satu yurisdih-f. 
Tanpa kewarganegaraan. sescorang 13k 
mcmpunyai privilege-privilege tencntu dari 
negara. ternlasuk untuk mendapatkan KTP. 

Konstruk5i_ sepeni di atas, Aha 
Kelahiran scharusnya dilempatkan scbagai 
sebuah dokumen yang amat penting. AkLa. 
Kclahiran merupakan dokumen autcntik yang 
paling dasar, yang hams diberikan negara 
kepada anak-anak Indonesia yang barn 
ditahirkan. Namun dalam pmk‘lik. pcncalatan 
kelahiran lidak dikaitkan dcngan slams legal 
scseumng. Pencatatan kclahiran juga wk 
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dikaltkun dcngan hak—hak khusux. privileg? 
yang disediakan olch negam. 
Fungsi utama dari Akin Kelahiran : 

- Menunjukkan hubungan hukum antara si 
anal: dcngan orang tuanya secam hukum, di 
dalam Alma Kelahiran tersebut discbufimn 
siapa bapak dan ibu dari si anak, 

IMempakan hukti awal kewargaacgaraan dfll'l 
identims d‘Lri panama yang dimiiiki sang 
anak. Akla Kclahiran membuklikan bahwa 5i 
anak lahir di Indonesia dan mcnjadi Warga 
Negam Indonesia (WNI). 
cunaan Akta Kclahiran .' 

- Syaral untuk sekolah hagi si anak kelak. 
- Mcmbuat identjlas lain, seperti Kartu 
Kclurga alau Kartu T anda Penduduk. 

0 Mencari pekerjaan. 
I Menikah, dl]. 

PERAN DAN FUNGSI TENAGA 
KESAHATAN DALAM KEPEMILIKAN AKTA K‘ELAHTRAN 
DaIam rangka upaya peningkatan pencatatan 
kcIahiran clan kepemilikan Akin Kclahiran di 
Kabupatcn Tapanuli Sclatan, Hupati 
Kahupaten Tapanuli Sclaian telah 
memerintahkan kcpada Dinas Kesehatan 
Kabupatcn Tapanuli Solemn untuk 
memberdayakan pelugas kesehalan Icrutama 
para Bidan di desa desa untuk berperan aktif' 
dalam rangka pcningkatan kcpcmilikan Akta 
Kelahimn di Kabupaten TapanuliSelatan~ 

~
~ 

mun” 

Sumber: Dinas Kependuduigan dan 
Pencatalan SipiIKah. Tapanuli SClatan.



-, prl'w'fc'gc 

.Jntara 5i 

:hukum. di 
Bisebmkan 

{araan dam 
fiiiki sang 
i bahwa si 
hdi Warga 

tiak. 

.Eti Kartu 
It. 

IENAGA 
[ILIKAN 

lencaLamn 
311mm di 

Bupati 
| telah 

geschamn 
untuk 

lemlama 
gran aklif 
tan Akla 
iliSelatan 

in clan 

5: rm.” 

Dinas Kepcndudukan dam 
Pencalatan SipiIKab. Tapanuli 
Selavm 

Sebclum Undang—Undang Nornnr 23 
tahun 2006 tentang Administrmi Kepcndudukan 
Lenuama pasat 32 ayat (2) diimplmenmsikan 
dalam ha] tingml partisipasi masyamkat lmtuk 
mengurus Akla Kclahimn lumayan bagus, 
pennasalahan pada tingkat desa juga tidal: 
tcrlalu ada knrcna masayarakat tidak ada 
pemman yang mengikal hams melalui Mmdilm Negcri karma dalam penglmlsan 
Akta Kelahjran dari :3t 2006 sejak Undang- 
Undflng 'Lni dikciuarkzn sampai dengan Bomber 20]] Pemerinmh mcmberikan 
dispensasi pelayanan pencatalan kelahjmn sesuai 
dengan sum Menteri [)alam Negcri 
Nomnr‘lMJfSlZ'Ma’SJ tanggal IlJuni 200T 
perihal Dispensasi Pclayanan Pencalatan 
Kelahjmn Dalam Masa Tmnsisiona! berlakmya 
Undang—Undang Nmnor 23 tahun 2006 tank-mg 
Administrasi Kependudukan. sural edaran 
Menleri Dalam Negeri ini terus diperpmjang 
hingga terakhir dikeluarkan pada lahun 20H 
dengan Surat Mmteri Dalam Negeri Nomur 
472‘IIISIIUSJ tanggai 28 Des-ember 2010 
perihal Perpanjangan Masa Bcflaku Dispensasi 
Peiayanan Pencamtan Kelahiran. 

FENOMENA UNDANG—UNBANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG 
:QDNHNISTRASI KEPENDUDUKAN 
SETELAH DWLEMENTASHCAN DI KABUPATEN TAPWJLI SELATAN. 

Selelah Undang-Undang Nome-r 23 
tahun 2006 lentang Adminisuasi cendudukan 
temtarna pasa] 32 ayax (2) diimplementasikan di 
Kabupaten Tapanuli Selamn masyamkm banyak 
yang mengeluh tidal: setuju Undang‘Undmg 
Nomar 23 I3t 2006 rentang Adminisu'asi 
Kepcndudukan ini diimplemcntasikan, 
masyardkat memsa dipemulit oleh Pemerintah. 
Dari (lam wan” nrln 11min Dims: Kemndnduknn 

dan Pencatamn Sipil Kabupatcn Tapanuli selalan 
masih ada sekitar 52.302 anak yang heium 
memilikj Akla Kclahimn. Data yang ada pada 
Dinas cendudukan clan Pcncatam Sipil 
Kabupatcn Tapanuli Selauan masyamkat yang 
lerlayani selama whun 20M hanya sebanyak 
H.220 anak yang tcrlayani untuk mcmiliki Akta 
Kelahiran. 

KERJANGKA PEMIKIRAN 
Mengingar pentingnya Adminisuasi 

Kepcndudukan d1 Indonesia, maka 
Pemcfinlah tidak tinggal diam untuk scgera 
membuat pcraturan yang bcmpa Undang- 
Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang 
Aminimsi Di Indonesia scndiri, berdasarkan 
ha] tersebut dengnn ditcrapkamya Undang— 
Undang Not-nor 23 tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan, maka penclitian 
irLi hendak melihax efeku‘fitas implemcnmsi 
Undang~Undang Nomor 23 Inhun 2006 
khusumya pencatatan kclahiran di Kabupalen 
'l‘apanuli Selatan. 
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WKASIPENELFIIAN 
Penelitian ini mengambil lokasi {ii 

Kahupatcn Tapanufi Selatan. adapun alasan 
dipilihnya Kabupaten Tapanuli Selatan 
sebagai lokasi penelitian ini, karena masih 
banyaknya masyurakat di Kabupaten Tapanuii 
Sclatan yang belum mcrniliki Akta Kclahfran



dari da'la yang peneliti peroleh dari Dinas 
ccmludukan clan Pencatalan Sipil 
Kabupaten Tapamlli Selatan. 
l) Sunber data primer 
Dalan penefitian ini. surnber data primer 

berupa hasi] waumcam langsung di lokasi 
penclifian alau dengan knta lain surnbcr data 
prima- merupakan data yang bempa ketemngan- 
kelemngan yang dipemleh secala langsung dari 
lapangan melalui wawancara dalam hal ini 
dilaknkan wawancara dengan nan sumber. 
yaitu: 
a. cawaj Dinas ccndudukandan 

Pcncatatan Sipil Kabupaten Tapanuli 
Selatan. 

b. Pegawai Kecamatan Bamng Angkola. 
c. Pegawai Kmatan Ask 13i 
d. Masyarakal Kabupaten Tapanuli Selalan. 
2) Sumberdatasekundcr 
a. 3:1t hukum primer ialah bahan hukum 
yang dijadikan acuan dalam pcnelitian 
terhadap Implementasi Undang-Undang 
Name: 23 Tahun 2006 tentang Adminislrasi 
Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan 
(Studi Tentang Pencatalan Kclahiran). 
b. Bahan huknm sekunder ialah hahan 
hukum yang ada hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis dan memaharni bahan hukum 
primer dalam hal ini meliputi buku-buku 
lentang kcpendudukan, teori hukum dan 
literarur Iain yang relevan dengan penelitian 
"11. 

c, Bahan hukum lenier inlah bahan hukum 
yang dapat mcnunjang bahan hukum primer 
dam bahan hukurn sekunder, dafam ha] ini 
melipuli kamus bahasa lnggris (fan kamus 
hnkum. 

PROFIL 
SELATAN 

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 
sebuah Kabupaten d'i Summera Ulma lhu 
kotanya ialah Sipimk, Kahupaten ini awalnya 
merupakzm Kahupatcn yang amat besar dun 
bcribukota di Padangsidirnpuan. Dacrah— 
daerah yang tclah berpisah dari Kabupaten 
Tapanuli Selatan adalah Mandailing Natal, 
Kata Padangsidimpuan, Kabupalen Padang 
Lawns Utara dam Kabupaten Padang Lawas. 
Seielah pcmekaran, ibukota Kabupalen ini 
pindah kc Sipirok. Di kabupaten ini terdapat 

KABUPATEN TAPANULI 

objek wisala Danau Marsabul dan Danau 
Siais. Bahasa yang digunakan masyarakatnya 
adalah bahasa Batak Angkola. Agama 
mayoritas penduduknya adalah Islam. Scbuah 
lapangan terbang terdapal d1 Ask Godang. 
Slogan Kabupnten Tapanuli Selatan adnlah 
Sahata Saolozm (Bahasa Balak) yang artinya 
Sela Sekata. Di sebelah utala, Knbupatcn ini 
berbatasan dengan Kabupalen Tapanuli 
Tengah dan Kabupaten ‘I‘apanuli Utara. Di 

_ 
bagian limur, berbatasan dengan Kahupaten 

H6 

Padang Lawas, Kabupatcn Padang Lawas 
Utau'a dam Kabupaten Labuhnn Batu Utara, 
sebelah karat dan sclatan berbatasan dengan 
Kabupaten Mandailing Natal dan Samudera 
ludonesia, tcpal di tengah wilayahnya, terdapat 
Kola Padangsidimpuan yang selumhnya 
dikelilingi aleh Kabupaten ini. Kabupatcn 
Tapnnuli Selalan banyak memiliki objck 
wisata yang menarik, antara la'm Danau 
Buatan Cekdam (di daemh Pargammn), Danau 
Siasis, Damn: Marsabut, Pemandian Aek 
Parsarimn (di daemh Batang Toru). Pemandian 
Ack Sijomi, Bukjt (tor) Simago—mago 
{sipimk}, lsmna Adat di Mum Tais, wisaba 
kcrajinan tenun kain ulos Lradisional dan 
panorama alam yang scjuk di damh Sipirok. 
WEAYAH ADMINISTRASI 

Kabupmen Tapanuli Selatan adaIah 
sebuah Kabupaten di Sumalera Umm. lbu 
knunya ialah Sipimk. Secara geografis 
Kabupaten Tapanuii Selatan tcrlctak pada 
0°58‘35"-2°0?‘33" Lintang Utara dan 
98”42’50"—99“34‘ 

! l5” Bujnr Timur. 
Secara administratif Kabupaten 

Tapanuli Selatan herbazasan dengan : 

a. Sebelah Utam : Kabupatcn Tapanuli Utara 
dam Kabupatcn Tapanuli Tcngah. 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing 
Natal 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas 
Utara, Kabupalcn Padang Lawns dan 
Kabupaten Labuhan batu Utara 

d. Sebelah Dara: Kabupaten Manfiailing 
Natal dan Samudera Indonesia 

Luas Wilayah : 444,432.30 Ha 
Ketingg'ian : 0—1.985 m dint-:5 
permukaan laut



mall 

ma 

5?? 

KONDISI KEPENDUDUKAN 
Kebemdaan pcnduduk sualu wilayah memiiiki pengamh yang cukup hesa: terhadap perkernbangan suatu wilayah. Jumlah penduduk tersebut juga berpcngaruh terhadap 

fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pcmcrintah ternlama mengenai pelyanan publik Pencatalan Sipil khusunya Aha Kclahiran. Jumlah penduduk Kabupaten 'l‘apanuii Salaam disajikan dalam tabel berikut 
Jumlah Penduduk Kshupaten Tapnnuli Selalan 

Ll-i} had-duh um} N lite-III“ (Inn Pen- land-nu a ll Eu“- :pn ::MI [tl'kmh 
1 Mama use; 12.34 24.21 Bum 74.10 2 s o m 2 Baking 351.4 ”.42 ”.56 2am Turn 9 l 2 3 82 3 Angknla 235.4 ms Timur o ”“9 “3‘” 

5 65 4 SDHule 47“.] I275 
3 5.336 5.365 

4 2.]. 5 MW“ 
12424 35mm. 295.0 9.242 was - 

m' n 5 
62 “‘ A“ 327.: 3323 3.095 6.423 Halfll T 20 T Sipiml 16L? ]5.|? I5.“ 31172 5 3 § 2 ti? 8 Ansknla JOIJ 1395 I114 27 IL! SCIEIan I 5 6 ] 90 9. Arse 248.? 

5 3.902 4.01? T.9I5‘ 
32 

| Him
- n Baum 211.1 5.939 5.5 53 21' 

‘9 
Tom 3 42 I Bung 474.? IS T? .'5.6I 32 39 

I Angola 0 9 r. 5 (us 1 Manama: 
2 36.32! 4.1"}! tfiW 'l ‘03 

I93 
J Sflylfl 5|‘lfi I] 40 J2.U5 2.}.45 ‘ Mating; O a | '1‘ 45 
| Tana 
4 Tombang ”.45 an 270.4 6.95} 'I".529

0 
A1: a | 

5-1 lumluh 4 444 Ill 3 I31! 2662 
82 99 SJ 8.] 60 Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan 2014 

Dapat dilihal bahwa jumlah pcmluduk yang paling banyak tcrdapa: cli Kecamalan Balang Angola. yaitu sebanyak 32.395 jiwa. kemudian di camatan Sipimk yairu scbany‘ak I.3l4jiwa. Sedangkan wilayah yang paling scdikl't pcndudulmya adalah Kecamatan Aek Bifah yailu sebanyak 6.423 jiwa dan camatan Arse yaitu sebanyak 7.919jiwa. Sedangkan bcndasarkan kepadatan pcnduduk. wilayah yang paling padat penduduknya 
1?? 

adalah Kecamatan Angkoia Banal dengan kepadatan 32? jiwafkmz dan Kecamalan Manama: dengan kepadalan 108 jiwafkmz. Wilayah yang paling longgar adalah Kecamatan Ack Bilah. yaitu 2O jiwafkm2 dan Kecamalan SD More yairu 27jiwafkm2. 
TJNGKAT KELAHIRAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2014 

Banyak faktor yang memengaruhi mndafmya cakupan pcncalatan kelahimn mulai dan‘ kurangnya kesadaran masyamkal akan pentingnya pcncatatan kelahiran. kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya bemda di tingkat Kabupateaola, 
Tingkat kelahiran bayi di Kabupaten Tapanuli Sclatan tahun 2014 terbesar di camamn Batang Angkoia yaitu 2014 anak sedangkan kclahiran bayi temndah di Kecamatnn Arse sebesar [52 31131:. 

Jumlah Kelahirnn di Kabupaten Tapnuuli Selatan Tahnn 2014 

'zo Kenn-(In Jam

~ 

Pudldnl _1, mum-1mm I IRS 4‘39 2, MW Ban-m I128 5.9.5 
.1. Am I52 0.8] 4. Siplrnls 1.245 9.76 S. Sniper Dam Hole 294 L6] 

as, Art Hflnh 16] 2‘5] 1‘. Mam Jlé 
|.03 IL 5am Mmtlgy' L446 534 9, Banana: Anflmla 1U” 15'.” m, m Sci-Man m 3’” 

: I: Hamng Tom 1 366 4.2? 12. Munra Huang I‘Dnl 565 920 13. “was Sangkunur 1120 5.2:: 14‘ Tune Tomlangan 294 
mask“: 

2-03 

Jam 1.1m ___. ___ _ _ _‘ia‘___ Sumber : Dims ccnduduk dan Pencatalan 
Sipil Kab,Tapsel 

Pada whun 2014 (Januafi—Desember) Dinas cendudukan clan Pencanatfin SipiI, mencamt peristiwa vital di Kabupaten Tapanuli Sclamn yang meliputi H.220 kelahiran, 3.650 kemalian. |.2’?0 perkawinan. Ketiga peristiwa 
vital ftu bail: langsung maupun tidal; Jangsung akan mempengaruhi penumbuhan pcnduduk Kahupalen Tapanuli Selatan.



Herdafiarkan data keiahirun lcrxebut, 
dikelahui pcrscnlase kelahiran di Knbupalen 
'l‘apanuli Selalan pada tahun 2014 adalah 90c 
4,96%, Persentase kclahiran yang paling tinggi 
adalah sebesa: 3,41% di Kecamatan Balang 
Angknla. sedangkan yang paling rendah adafah 
di Kecamazan Ame (0.8|%} dan cumatan 
Malancar [1,03 %}, 

TINJAUAN UMUM IJINAS KE PENDUDUK ANDAN FENCATATAN 
SIPIL KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

Dalam mngka upaya pcningkatan 
pelayanan kepada masyarakal, dibentuklah 
dinas-dinas yang dihcrikan kewenangan 
untuk membcrikan pelayanan pn'ma kepada 
masyamkal Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 
ha] penyelenggaraan urusan Pcmerintahan di 
hidang cendudukan dan Pcncatatan Sipi} 
berdasarkan Peramran Bupati Tapanuli 
Seiatan Nomor MIPRJ'ZDIItentang Uraian 
Tugas. Fungsi dan Tata Kalja Dinas 
Kependudukan dam Pcncatatan Sipil 
Kahupaten Tapanuli Selatan. 

MLENIENTASI KEBIJAKAN UN'DANG-UNDANG NOMOR 23 TAHU'N 
2006 TENTANG ADMINISTRASI KE PEN!) U DURAN DI KABUPATEN TAPANUL] SELATAN 

Implemenmsi Undang~Undang Humor 
23 Tahun 2006 lcnlang Administrasi 
Kependudukan dapat dilihat dari target 
pencapaian pelayanan Akta Kelahiran Oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencmalan Sipil 
Kabupatcn Tapanuli Sclatan. Target dan 
pencapaian pelayanan Akta Kelahiran sclama 
periude 2003 — 20M dapat diiihat pada Tabel 
4.3, 'I'arget dan pencapaian pelayannn Akta 
Kelahiran selama period: 2008 — 20M adafah 
sebanyak ‘56.450 omng, temp} realisasinya 
hanya sebanyak 20.657 orang (36.59 %J, Hal 
ini menunjukkan bahwa implemenlasi 
kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak 
cfeklif, 

l78 

REALISASI DAN TARGET I‘ELAYANAN AKTA KELAHTRAN OLEH DINAS KEPENDUI'JUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL TAPANULI SELA'I‘AN 
I'ahun Tatgfl {Dung} Rqal'fiasi (mung) ”a was In 340 3.1m 29.55 
2009 In m 3.347 314:: 20m [1 I20 4258 3339 mu 1 mm 4.513 3186 2014 12.220 4 952 w 52 — 
Jumlah 56 45v 20.55? 1559

' 

Sumbcr: Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan 
Sipil Tamnnli Selatan. 2014. 

Dibandingkan dcngan lahun 2008. pencapaian 
pclayanan Ak‘ta Kelahimn pada tahun 2014 
sebanyak 40.52% hanya meningkal sebcsar 
10,6?%. Hal ini menuujukkan rendahnyu 
eléklifitas implementasi undang-undang 
tersebut, Scam; khusus di dua carnatan yang 
menjadi lukasi penalilian dapat diliha! 
pctkembangan pencapaian pciayanan Alma 
KcluhiranpadaTac 

REALISASI DAN TARGET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA DAN AEK BILAH 
’Kmnum Rating Angola Km Ac}: Bdnlt 

Tallinn Taryn Ral'fiasi % Targn Raulfiasi
n _ _ Ema} (mans: 

_ 
{OIL-1 («mg1_ _ mm: mm In: _ 1| 5? J_sn r3 am 2009 I :35 [is w 12 I55 24' {4.55 Rm 

_ 
L420 [.11 923 :90 25 mm 

2011 I950 252 I292 _225 32 mag _ 
_2m: 2.2m 3n my; 175 J4 l2|1£ lupin!) 1.325 99': 12 u I.LH5 12:: 12M 
Sumber: Dinar. cendudukan dan Pentatatan 
SipiiTapanuliSelatan.2Dl-1. 

Pada dua cmnatan yang menjadi 
lokasi sampling. kondisinya lebih rundah dan' 
Kabuparcn Tapanuii Selatan. yaitu di 
Kecamalan Bah-mg Angkola dcngan target 
selama periodc 2008 — 2014 sebanyak 1851 
Icrcapai hanya sebanyak 99? (12.?4%]. 
Scdangkan di Kecamalan Aek BiJah dengan 
target LOIS orang hnnya lemapai sebanyak 123 
orang (12.61%). Rendahnya pcncapaian targcl 
ini. kamna tidak cfektifnya implementasi 
Undang-Undang Humor 23 Tahun 2006 yang 
dilnkukan olch Dinas Kepcndudukan dam 
Pencalalan Sipi] Tapunuli Selatan. Swan: 
umum. [)inas Kepcnduduknn dan Pencatatan
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Sipil TapanuH Selatan tidak melakukml 
sosialisasi secara 'Lntensifkepada masyarakat. 

Untuk meningkatkan pencapaian largei 
pelaymmn Aim Kelahinm. Pemcrinlah 
Kabupalacn Tapanuli Selatan telah mcngambil 
suatu kebijakan publik dengan melakukan 
kesepakaum bersama dengan Pengadilan 
Negeri Padangsidimpuan untuk melaksanakan 
sidang kcliliug di Kecameman se Kahupalen 
Tapanuli Sclatan Nmnor 4771588412014 clan 
Noni‘or W2.U5Fl$l2ff=fi.04.lflmflld tennang 
Kcrjasama Penetapan nadilan Negeri untuk 
pcncalman kclahiran melampaui hams waktu I 

{saw} lahun. Namun dalam kenyataannya 
sidang ini hanya dilnkukan kurang dari 2 (dun) 
bulan. yaitu mulai pada tanggal 19 November 
Sid 2'? Descmber 2014. 

Dari l4 kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Seiatan. hanya 4 {cmpat} kecamatan 
yang berkcnan mengikuti sidang. dengan 
panisipasi masyarakat yang sangal rendah. 
sebagaimana disajikan pada Tate] 

JUM'LAH KEPALA KELUARGA YANG 
MENGIKUTI SIDANG KELILING DI 
KABUPATEN TAP AN'ULI SELATAN 
TAHUN 2014 

Na Mam-Inn Juniu KK Jnmhl Mink 

I Angknh Mm 55 121 
2 Bataan Anatole 515 124 
.t Snipar Dolok 1|c To 151.} 
d A5: 6E I2I 

Jumla‘h 145 516 
Sumber: Dims Kependudukan clan PencataIaiI-m 
Sipil Tapanuli Selatan. 2014. 

Data tersehut menunjukkan pm1isipasi 
masyarakat yang sangal rendah dalam 
pefaksanaan sidang lapnngan terscbut. yang 
selnnjmnya berpengaruh terhadap rendahnya 
efektivims implementasi Undang—Undang 
Namor 23 T ahun 2006 yang dilakukan oleh 
Dinas cendudukan dan Pencatatan Sipil 
Tapanuli Sclatan. 

PEM'BAHA SAN 
Hasi] penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Undang—Undang Nomor 23 
Tahnn 2006 yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pcncatamn Sipil Tapanuil 
Selalan masih tidak efektif karma hanya 

1'39 

mencapai 36,5993 dzu'i targel yang 
direncanakan. Demikian juga dnlam 
pelaksanaan sidang lapangan. partisipasi 
masyarakat sangal rendah. sehingga juga ukan 
mempengamhi lidak efektifnya implementasi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang 
dilakukan olch Dims Kependudukan dan 
Pencatatan Sipi] Tapanuli Selma. 

Hal ini sebenamya bct‘hubungan dengan 
implementasi Undang—Undang Nomor 23 
Tahun 2006 yang dilakukan oleh Dinas 
Kependudukan dam Pmcalalan Sipil Tapanuli 
Salaam sangat pasif. d'Lmana Dinas ini hanyn 
menunggu masymakal yang dam-1g untuk 
melakukan pengurusan Aim Kelahiran 
anaknya. Upaya aklif yang dilalmkan hampir 
tidak ada haik berupa sosialisasi. alau 
pembefian informasi kcpada masyarakat. 
hiasanya hanya dilakukan pemberilahuan pada 
saat mmkat mengums administrasi 
kependudukan kc Kanmr Camat. Schingga 
masyamkat sangat minim infomasi tentang 
awninisu-asi kependudukzm temehut 

Dalam implcmcnmi Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006. Dinas Kepcndudukan 
dan Penmmn Sipil Tapanuli Selatan 
melakukan kcrjasama dengan Pcngadilan 
Negeri Padangsidimpuan unmk mclakukan 
sidang lapangan dengzm waktu tidal-1 sampai 2 
(bulan). Ha] 'Lnijuga menunjukkan hahwa Dinas 
Kepandudukan dan Pcncatatan Sipil Tapanuli 
Selanan tcrkcsan kumng serius dalam 
memberikan kesempatan kcpada masyamkal 
untuk mmgurus Akta Kelahiran. karma 
bagaimana mungkin daiam waktu yang tidak 
sampai dua bulan dapat menjangjcau 14 
kccamalan di Kahupaten Tapunuli Selatan. 
dengan jamk dan Iopografi yang sangal 
beragam. Belum lagi pcrtimbangan wakm kerja 
atau waktu pelaksarman sidang setiap harinya 
yang tcrbatas. Padalul sanga: hanyak kendala 
yang dihafiapi di lapangan. lemma dari aspck 
kesiapan petugas dam penerirnaan masyamkat 
lerhadap pelaksanaan sidang lapangan ini. 

Kendala atau pummlahan— 
permasalahan tcrscbut sebeuamya sudah 
dinyntakan oleh Lgmbaga Adiminitrasi Negam 
(200?) yang menyatakan bebenapa 
pennasalahan yang limbul dalam praktck di 
Iapangan, yaitu: Parmm. helum 
mcnyelumhnya sosialisasi yang dilaksanakan 
oich instansi terkait mengcnai Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 menyehabkan praklck 
penyelenggaman adminisu'asi kependudukan 
tidak didasarkan pada kelentuan-ketenruan 
yang ada. 

Kea‘ua‘ kurangnya pengetahuan 
Ierhadap kclcnluamketenluan mengcnai 
adminisu‘asi kependudukan berdasarkan 
Undnng—undzmg Name: 23 Tahun 2006 dan 
kurangnnya kcsadaran sebagian besa: 
penduduk tcrhadap peniingnya dokumcn 
kependudukan mcnyebabkan pelanggaran 
terhadap pmsadur pelayanan administrasi 
kcpcndudukan. Ketiga. terdapamya variasi- 
dalam pelaksanaan administrasi kependudukan 
anlar Kabupaten dan Kata disebabkan adanya 
variasi kondisi wilayah yang mcnyangkul 
surnbcr daya manusia. perlengkapan dan 
infi’astruktur yang dimiliki dan kundisi alam 
yang ads. Keifma. belum terjalinnya 
koordinasi yang bail: antara lnstansi pelaksana 
administrasi kependuduknn di Daemh 
disebabkzm belum lerintegrasinya kebijakan 
yang diterapkan oleh massing-musing instansi. 
Kebijakan dan praktik pengaturan mengenai 
hubungan antara Kebijakan Adminisn'asi 
Kependudukan dengan Kebijaknn 
Kependudukan lainnya seperti: Kebijakzm 
mengenai cau'ganegmaan. Kebijakan 
mengenai paningkatan Kesejahleman 
Penduduk. Kebijakan mengenai Demografi 
Penduduk clan Kebijakan Kczcnngakcfiaan 
melibalkan banyak instansi pcmcrintah baik di 
tingkat pusat maupun di tingkat dacmh. 
Ketcrlibatan bcrhagai insmnsi Pcmerintah ini 
menimbulkan bcrbagai pennasalahan 
dilapangan. 

Berflasarkan basil wawancam dan 
infannasi. dipemlch bcbempa fakmr yang 
mcnyebabkan rendahnya tingkat partisipasi 
masyamkaz daJam pengumsan adminislrasi 
kcpendudukan. khususnya Akta Kelahiran. 
Haiku: 
1. Rendahnya kesadzuan masyarakat tentang 

peniingnya Akta Kelahiran. Hal mi 811t 
dari sempilnya pola pikir masyardkat. 
d'Lmana banyak yang menganggap tidal; 
pcrlu mengurus Akin Kelahiran. kmna 
moreka belum mengetahui kegurmn Akta 
Kclahiran tersehuL Rendahnya kcsadaran 
masyarakat terhadap uni penringnya Akta 
Kelahiran juga berhubungan dcngan tingka: 
pendidikan yang rendah. Masyarakat 
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Kabupalcn 'l‘apanuli Selatan berdasarkan 
data yang ada pada Dinas ccndudukan 
dan Pencalatan Sipil bahwn tingkat 
pcdidikannya mm ram masih rendah. Hal 
ini menjadi salah satu penyebah kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk mcngurus Akla 
Kelahiran. Tingknt pendidikfln masyarakat 
sangal mempengaruhi kcmampuan 
penduduk dalam mengurus Aha Kelahimn. 
Penduduk dengan tingkat pcndidikan yang 
tinggi diharapkan akan dapat iku: berperan 
aktip dalam péngumsan Aha Keiahiran 
anaknya dibandingkan dengan lingkat 
pendidikarmya yang rendah. Dengan 
pcndidikan yang semakin linggi . seseorang 
akan cih mudah unluk berknmunikasi 
dengan orang lain. cepat Langgap dan 
inovatit‘. 

2. Fahor ekonomi. sangat mempcngamhi 
panisipasi masyarakat untuk mengurus Alma 
Kalahiran anaknya karma dalam 
pengIsan Akin Kelahimn hams melalui 
penempan Pcngadilan Negeri. Dari hasi] 
koordinasi dcngan pihak Pengadilun Ncgcri 
biaya untuk setiap keputusan penetapan 
pennohonan Aida Kelahimn sebesa: Rp. 
129.000: (seratus dua puluh sembilan rihu 
rupiah). beium lagi biaya pcngurusan Akta 
Kelahiran sebcsar Rp. 25.DDD.— (dua puluh 
lima rihu rupiah berdasarkan Panda Nomor 
l7 tahun 20H} tcnlang rcsu-ibusi dam-ah) 
satu orang anak. Biaya tersehut diatas belurn 
lagi tennnsuk biaya transpomsi dari mmah 
kc Kantor Pengadilan Negeri 
Padangsidimpuan dan ke Kamor Dinas 
cendudukan clan Pencazalan Sipil 
Kabupalcn Tapanuli Selman dan membawa 
2 urang saksi. Biaya u-zmSpurLusi dari 
Kecamatan Aek Bilah diperkirakan sebesar 
Rp.600.000.- (enam rams ribu rupiah) I 
kepala keluarga. Total biaya yang 
dikeluargan untuk mengurus soul-mg annk 
untuk salu Akla Kelahiran sebesar Rp. 
754.000 per kepala keluarga unmk saru 
anak. Dengan biaya yang sangat besar 
terscbul mcnyebabkan masyarakat 
Kahupaten TapanuIi Selatan banyak yang 
tidak mengurus Aha Kelahirannya. karma 
padn umumnya sumbcr mate pcncaharian 
masyamkat adalah petani dengan 
pendapatan yang tcrgnlong rendah. 

3‘ Faktor Wilayalh’jamk tempal tingga] kc



Kantor Pengadilan Ncgcri dan Dinar. 
Kependudukan dan Pencatalan Sipil 
Kabupalen Tapanuli Selatan. Disamping 
pcmkonomian yang rendah salah satu faktor 
yang mcmpengamhi tingkat partisipasi 
masyamkat itu rendah adalah jarak tempuh 
yang memhuat mercka malas untuk 
mcngurus Akta Kelahiran. Dengan jarak 
yang jauh masyarakat akan mangeluarkan 
biaya yang tidak sedikit untuk mcngums 
Akla Kclahiran. Dari ohservasi yang 
diiakukan olch pcnciiti mengambit salah 
satu contoh daemh yairu Dcsa Sihulambu . 

tempat terscbut sangat jauh dan' ibukota 
Kabupatcn Tapanuli Sciatan. Masyarakat 
Dcsa Sihulambu Kecamamn Aek Bilah 
hams menempuh jarak 230 km 6 jam 
ptalanan. Dimana tempat Desa Sihulambu 
sangatlah terpencil membunlhkan waktu 
yang cukup lama kmna route yang susah 
untuk ditempuh. Teori pusat pelayanan 
(central pface theory) yang dikemuknkan 
oieh Christaller didcfenisiknn sebagai suatu 
kcsatuan unit dasar pcmukiman dengan 
dilengkapi scbagai suntu kesatuan unit 
dasa: pemukiman dengan dilengkapi pusat- 
puwt pclayamm didalamnya. Unit 
pcmukiman yang dimaksud dapat berupa 
suatu kcta-kota besar, kota kccil. wilayah 
Rota alau satuan lingkungan hunian 
tcnemu. Ciri dan' pusal pelayanan adalah 
bahwa pusat Icrsebul menyediakan 
pclayanan (kornoditas dan jasa) unruk 
wilayah pemukiman itu sendiri dan dacrah 
sekitmnyu yang lebih bcsar 
(DuljoeniJ‘JQ'I). Jamk antara camatan ka 
lbukota Kabupaten yang cukup jauh 
menyebabkan masyarakat hams 
mangeluarkan hiaya yang tidal: scdikil 
untuk transportasi dalam ha] mengurus 
Akm Kelahiran. hal ini mcnyebabkan 
panisipasi masyarakat akan terhambat 
unruk mengurk Akta Kclahiran. 

. Kurangnya sosialisai yang dilnkukan olch 
Pcmcrintah Kabupaten Tapanuli Sclatan 
dalam memberikan pengetahuan kepada 
masyamkal akan pentingnya kcgunaan dari 
Akta Kciahimn. Persepsi yang ada 
dimasymkat. bahwa berurusan dengan 
Pcngadilan “adaluh urusun kriminaI atau 
kejuhatan”. sehingga mercka tidak mengerti 
mengapa kclahiran anak “diunggap sebagai 
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kcsalahan yang hams "dihukum" di 
pcngadilan“. llal ini merupakan lugas yang 
perlu sakali mendapat pcrhatian dari aparm 
kcpcndudukan. khususny'a pada daemh— 
daemh Lmdisional. yang relatil‘c sedikit 
berhubungan dengan aparat atau bimkrasi. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan basil pcnclitian terhadap 

Implementasi Kebijakan Undang—I.Jndang 
Nomor 23 tahun 2006 remanga Administrasi 
cendudukan tcrhadap Partisipasi 
Masyamkat Untuk Mcngurus Akta Kelahiran 
di Kabupaten Tapanuii Selatan dipcrolch 
kes'unpulan sebagai berikul: 
|. [mplcmcnmsi lJndang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 untuk mengurus Akla Kelah'rran 
di Kabupatcn Tapanuli Salaam masih tidak 
efekfif. dilihaz dari mndahnya pencapaian 
target pelayanan Akita Kelahimn yang hanya 
mencapai 36.59 parser). 

2. Tingkat panisipasi masyarakat dalam 
pengurusan Akla Kelahiran. termasuk 
melalui sidang lapangan. masih sangat 
rcndah. Bcberupa faktur yang menyebabkan 
rcndahnya partisipasi masyarakat adalah 
rcndahnya kesadaran masyarakat lcnlang 
pentingnyu Akta Keiahiran. faklor ckonomi. 
faktar wilayah dan kurangnya sosialisasi dari 
Pemerinlzh Dael'ah. 
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